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PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 41 TAHUN 2018
|
| TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENET

KABUPATEB‘ KET?PANG TA‘!.HUN ANGGARAN 2018

APAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

! | !
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i BUPATI KETAPANG,
| f..

!
bahwa ‘]
Dana D
20!18 tel:
5 ’I’Lahun

bahwa
507PMK
Da} rah

ata Cara% Pembagian dan Penetapan Rincian
-sa Setiap Desa, Kabupaten Ketapang Tahun
1h di tetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor
2018, i

Peraturaén Menteri Keuangan  Nomor
0772017 %tentang Pengelolaan Transfer ke
dan Dana Desa; telah diubah beberapa kali

ter: ir

dengan dengan ;Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017, sehingga

beberap
Nofnor 5
Penetap
Ke1 pan
bahwa

dimaksu
Peliatura.

{

Uridang—

ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan
Rincian| Dana Desa Setiap Desa Kabupaten
perlu diu;}:)ah untuk disesuaikan kembali;
berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
d dalam h';.lruf a dan huruf b perlu ditetapkan
n Bupati. |

Undang iNornor 27 Tahun 1959 tentang

Pell'letapz
19?3 t

Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun
ntang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

Re‘publikl.

Unida.ng

953 Nomior 9, Tambahan Lembaran Negara

[ndonesia Nomor 352) Sebagai Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
‘mor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

1659 No {
Indonesia Nomor 1820);

Undang-

2 .
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lelmbamn Negara Republik Indonesia Tahun 2014

No!mor
Indonesi

7 Tambahan Lembaran Negara Republik
a Nomor 5495);
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Uridanga - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indones.ua Tahun' 2014 Nomor 244, Tambahan
Lefnbar n Negara] Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir
denga.n Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
i’ubah}m Kedua! Atas Undang — Undang Nomor 23
Ta?mn 2014 tentang Pemerintdhan Daerah (Lembaran
Negara ?Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
56/79); §
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Désa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara
Re pub : Indonesna Nornor 5558) sebagaimana telah
beberapa kali dlubah terakhir dengan Peraturan
Pemennfiah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang | Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pelndapatan dan &Belan_]a Negara (Lembaran Negara
Repubhk Indonesm Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
I.cmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Premden Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Rlpc1anl Anggarari Pendapatan dan Belanja Negara
Taﬁlun IAnggaran | {2018 (Lembaran Negara Republik
Indonesna Tahun 2017 Nomor 244);

Pe aturén Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang EPengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
( Benta EI\Ieg.'a.t'a Re;pubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor
537 ) s bagalmana telah ; dlubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menten Keuangan  Nomor
225/PMK.07/ 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Pe!raturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
teptang‘ Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa. '; i

Pe’{aturs;m Menterli Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017
tentang’ Tata Cara Pengaloka31an Dana Desa Setiap
Desa Ka,bupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana
Desa Setlap Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1884);

Pe‘lraturclm Menten Keuangan Nomor 226 /PMK.07/ 2017
tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah
Kabupa ten/Kota. Tahun Anggaran 20 18 (Berita Negara
Repubhk Indones1a Tahun 2017 Nomor 1971);
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Menetapkan
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9., Peraturani Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Pedoman | Pengeloldan Keuangan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten {fahun 2017 Nomor 10);

10. Peraturari Daerah jNomor 16 Tahun 2017 tentang
Anggaran; Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ketépang, Tahun Anggaran 2018 {Lembaran Daerah
Kabfupatefn Ketapang Tahun 2017 Nomor 16);

!
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11. Perf;lturan; Bupati |Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ketépang; Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati iNomor 13 Tahun 2018

[BelLita
Nomor 1

l;)aerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018

3);

MEMUTUSKAN :

|
%

! :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI {NOM

OR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN D PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2018

|

' Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun

2018 tentang

Tata Carai- Pembagian dan Penetapan Rincian

Dana Desa Setiap Desa Kabupaten 'Ketapang Tahun 2018

( Berita aers%h Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 5)

diubah sebagdi berikut :

1. Ketei;ntuar} dalam Paisal 4, ayat (2) diubah sehingga Pasal
4 befrbumi?i sebagai berikut :
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Pasal 4

| ;
(1) Alokas Afirmasi setiap ‘Desa  sebagaimana
dimakdud dalam|Pasal 2 huruf b diberikan kepada

!

Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang

¢ s
memili

i jumlah penduduk miskin tinggi.
| .

(2) Besaran Alokasi{ Afirmasi setiap Desa dihitung

dengarn  menggunakah rumus sebagai berikut :

t

AA Desa = (0,03*DD) / {{21DST) + ( 1*DT)}
Ketetangan : | _‘ ;

AA Desa = Alokasi Afimasi|Setiap Desa
DD =

Paigu Dana Desa Nasional
i
j

!

i
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DST = Ju';mlah Desa sangat tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin
tertinggi.
DT = Jumlah Desa teringgal yang memiliki

jumiah penduduk miskin tinggi.

]
(3) B(‘esara]n Alokasi| Afirmasi untuk Desa Tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
dihitung sebesar|l (satu) kali Alokasi Afirmasi per
Desa.

(4) Btesarap Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat
Tertinggal yang qlemiliki jumlah penduduk miskin
txiinggi 4ihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi
per Desa. i

;

(5) Desa Tertinggal d!an Desa Sangat Tertinggal dengan
Jumlaly Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa
Tertinggal dan | Desa Sangat Tertinggal yang
ditetapkan oleh K:ementeritan Keuangan.

!
Keténtuan dalam Paisal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
ayaﬁ! (5) diubah, sqhingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut : !

i
b

' Pasal 15

i

(1) Kepala Desa r!nenya.tnpaikan laporan realisasi

penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap

tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) |Laporan realisas;;i penyérapan dan capaian output

Dang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdini atas :

a. laporan reafllisasi penyerapan dan capaian
olttput Dana Desa tahun anggaran

s{belumnyaj; dan

b. ldporan redlisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa sampai dengan tahap II.

(3) {Laporan realisasi penyerapan dan capaian

output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana d;irnaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan paling lambat 7 februari tahun
anggaran berjalian.

(4) |Laporan realisasi penyerapan dan capaian
P

outpiit Dana {Desa sampai dengan tahap II
sebavaimana |dimaksud ayat (2) huruf b
disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun
anggaran berjalan.
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3. Keteli'ltuan
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Dalam hal terdapat pemuktahiran capaian output
fset;i batas i waktu penyampaian laporan
sebaghimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
':(4), Kepala {Desa . dapat menyampaikan
igpemu ktahiran c%lpaian output kepada Bupati.

! i

Pasal 16 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4}

diubfah sehingga Pasf_;a.l 16 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(4)

(6)

{7)

i iPasal 16

Bupafi menunda penyaluran Dana Desa dalam
hal:
a. Bupati b_felum menerima dokumen
-sebagaimanef:_ dimaksud dalam Pasal 8 ayat {(4)
da!ﬂ ayat (5);‘2
b. tel%dapat Sisfa._ Dana Desa di RKD tahun
anggaran se;belumgya lebih dari 30% (tiga
puluh persen); dan/atau
¢c. terdapat wusulan dari aparat pengawas
fungsional déerah. ]
Penunhdaan penyaluran Dana Desa dilakukan
terhadap penya;luran Dana Desa tahap II tahun
anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di
RKD tahun anggaran sebelumnya.
Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelgumnya lebih besar dari jumilah
DanaTI Desa yang akan disalirkan pada tahap 11,
penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
Dalam hal sampaJ dengan minggu kedua bulan
Juni itahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di
RKD {tahun anfggarani sebelumnya masih lebih
besalé dari 30"/:; {tiga puluh perseny}, penyaluran
Danq’f Desa yang di tunda sebagaimana
dimaksud ayatj (1) tidak dapat disalurkan dan
menjadi sisa Ddna Desa di RKUD.
Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak
disaliirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan layat {4) kepada Kepala KPPN selaku KPA
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Dana Desa yalg;lg tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4} tidak dapat disalurkan
kembali pada tahun aﬁggarém berikutnya.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ disampaikan oleh aparat pengawas
fungsional di d:’aerah dalam hal terdapat potensi
atau; telah teirjadi penyimpangan penyaluran

dan /atau penggunaan Dana Desa.
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(8) iRekomendasi seibagaimana dimaksud pada ayat
(7) dJsampalka_n kepada Bupati dengan
tembusan kepada chala KPPN selaku KPA
Penyaturan DAK Fisik dan Dana Desa sebelum
batas| waktu tahapan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada Pasal 8.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar  setiap; orang mengetahuinya, memerintahkan
pengund;angan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 4 September 2018

BUPATI KETAPANG,
TTD

i MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 4 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,
TTD

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 41
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Salinan rs'.t=.-suai dengan aslinya
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